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ABSTRAK 

Nama    : Fitri Nabila 

NIM    : 140102141 

Fakultas/Prodi   : Syari’ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari’ah 

Judul : Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami 

Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditiinjau 

Menurut Konsep Al-Hajr). 
Pembimbing I   : Sitti Mawar, S.Ag., MH 

Pembimbing II  : Muhammad Syuib, MH, MLegSt 

Kata Kunci   : Legalitas Transaksi, Retardasi Mental, Al-Hajr 

 

Seseorang yang memiliki keterbatasan seperti halnya orang-orang yang lemah 

akal merupakan salah satu orang yang berada di bawah pengampuan seorang wali. 

Setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh wali pengampunya  dan tidak 

bisa melakukan transaksi layaknya orang normal akal dan pemikirannya, karena 

mereka mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan. 

Bisa saja transaksi orang tersebut menjadi batal diakibatkan karena keterbatasan 

yang ada padanya ataupun menjadi batal dikarenakan transaksi tersebut dapat 

merugikan dirinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari 

permasalahan yaitu bagaimana legalitas transaksi hukum bagi orang yang 

mengalami retardasi mental dalam transaksi  jual beli, bagaimana pandangan 

ulama terhadap orang yang mengalami retardasi mental, serta bagaimana 

penerapan konsep al-Hajr terhadap transaksi yang dilakukan oleh orang yang 

mengalami retardasi mental. Pada penelitian ini,  penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif,  pengumpulan data 

dilakukan secara library research. Untuk teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil pengolahan 

data dari proses penelitian ini bahwa legalitas transaksi bagi orang yang 

mengalami retardasi mental dari segi  hukum positif dianggap sah selama tidak 

ada pembatalan dari wali yang mengampuninya, sedangkan dalam hukum Islam 

transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat transaksi. Terdapat 

perbedaan pendapat para Ulama terkait transaksi yang dilakukan oleh orang yang 

mengalami retardasi mental, ada yang menyatakan sah ada  pula yang yang 

mengatakan tidak sah. Dalam konsep al-Hajr orang-orang yang berada di bawah 

pengampuan dilarang melakukan transaksi muamalah karena ingin mewujudkan 

kemaslahatan agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak  ditipu orang lain. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 17

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 g غ 19

 

  f ف j  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 21

 

  k ك kh  22 خ 7

  l ل d  23 د 8

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

  n ن r  25 ر 10

  w و z  26 ز 11

  h ه s  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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       Tanda        Nama       Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

             Tanda dan 

           Huruf 
Nama 

Gabungan 

      Huruf 

ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 

وَ    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

        Harkat dan 

            Huruf 
       Nama 

       Huruf dan 

tanda 

ي/اَ    
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

يَ          Kasrah dan ya Ī 

يَ    Dammah dan waw Ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl :  روضةالاطفال

 /al-Madīnah al-Munawwarah : المدينةالمنورة۟

       al-Madīnatul Munawwarah 

 Talḥah :  طلحة

 

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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BAB SATU 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan umat Islam, toleransi merupakan salah satu cara untuk 

saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seseorang yang memiliki 

keterbatasan seperti halnya orang-orang yang lemah akal dan pikiran merupakan 

salah satu dari orang-orang yang berada di dalam pengampuan seorang wali, 

setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh wali yang mengampuninya, 

dan tidak bisa melakukan transaksi layaknya orang yang normal akal dan 

pemikirannya, karena mereka mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam 

melakukan suatu tindakan. Bisa saja transaksi orang tersebut menjadi batal 

diakibatkan keterbatasan yang ada padanya ataupun menjadi batal dikarenakan 

transaksi tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. 

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, berlakunya seseorang sebagai 

pembawa hak dan kewajiban adalah dimulai sejak mereka dilahirkan sampai 

mereka meninggal. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat 

bertindak sendiri dalam melaksanakan hak kewajibannya. Terdapat penggolongan 

orang dalam hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang di bawah pengampuan. 

Pengampuan menurut hukum Islam dikenal dengan istilah al-Hajr. Al-hajr 

ditunjukan terhadap orang yang paling berhak, sebagai sikap untuk memelihara 

harta orang lain dan hak-hak mereka sendiri. Hal ini dikarenakan mereka belum 

cakap melakukan tindakan hukum, sebab kebodohan atau belum cukup ilmu yang 
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mereka miliki.
1
 Pengampuan juga mempunyai keterkaitan dengan anak, karena 

anak merupakan salah satu golongan yang berada di bawah pengampuan.
2
 

Al-hajr adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan 

karena masih kecil atau akalnya tidak sempurna. Allah SWT melarang 

memberikan harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya 

dengan baik, seperti anak yatim yang belum baligh,  orang yang bodoh, dan lain 

sebagainya. Maka dengan demikian harta tersebut harus diserahkan kepada 

walinya/khadim yang sanggup mengelola harta tersebut dengan baik. Jika harta 

tersebut diserahkan kepada orang yang bodoh atau orang yang boros 

dikhawatirkan harta itu habis karena harta tersebut tidak dikelola dengan baik. 

Agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain, dengan demikian 

apabila ada anak kecil, orang gila, dungu dan pemboros, distatuskan dibawah 

pengampuan, maka hal ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang 

yang bersangkutan, agar segala kegiatan muamalahnya yang mereka lakukan tidak 

sampai ditipu oleh orang lain.
3
 

Setiap transaksi atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di bawah 

pengampuan ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat 

tidak lah sah transaksi yang dilakukan oleh orang-orang dibawah pengampuan 

yang dapat menimbulkan kerugian yang jelas pada diri dan hartanya, berbeda 

                                                             
1
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 221. 

2
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 

hlm. 112. 

3
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru,1992), hlm. 295. 
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dengan Mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa sah perbuatan transaksi 

orang tersebut asalkan mendapat izin dari walinya.
4
 

Secara garis besar, aqad dalam Islam berpijak pada logika saling meridhai 

dan tidak menzalim. Melanggar prinsip ini berarti membatalkan akad yang ada. 

Namun kenyataan yang ada dalam hal transaksi bagi orang yang berada di bawah 

pengampuan sangatlah tidak diperhatikan bahkan yang terjadi dilapangan 

mengenai transaksi orang yang berada di bawah pengampuan seperti halnya orang 

yang mengalami keterbatasan mental bagi sebagian dari mereka sering terjadinya 

exploitasi dalam melakukan transaksi muammalah layaknya seperti pedagang-

pedagang “ringan tangan” maksudnya para pedagang tersebut dengan mudah 

menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkan.
5
 

Dalam Islam melakukan transaksi yang dapat merugikan diri sendiri, maka 

bisa saja akad tersebut menjadi batal. Karena dalam fiqh ekonomi syariah yang 

menjadi syarat sah nya jual beli adalah kedua belah pihak melakukan jual beli 

dengan ridha dan suka rela tanpa adanya paksaan. Kemudian kedua belah pihak 

berkompeten dalam melakukan praktek jual beli (memiliki kemampuan dalam 

mengatur uang).
6
 

Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya 

melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seorang yang gila, safih 

(tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk 

                                                             
4
M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo,2004),  hlm. 203. 
5
Hasil dari wawancara bersama Ibu Arma, wali dari orang yang  memiliki keterbatasan 

tersebut pada tanggal 10 November  tahun 2017 di Banda Aceh. 
6
Abdullah Al-Mushih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: CV. Republik, 2008), 

hlm. 92. 
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membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya 

rentang dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. 

Terkait permasalahan yang telah di jelaskan di atas mengenai pengampuan 

sebenarnya sudah diatur baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. Akan tetapi peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terhadap 

transaksi yang dilakukan oleh orang di bawah pengampuan tersebut, salah satunya 

seperti orang yang mengalami retardasi mental yang kerap sekali di tipu oleh 

pedagang ketika hendak melakukan transaksi. 

Dalam ilmu psikologi kesehatan yang dimaksud dengan retardasi mental 

atau lazim disebut dengan keterbelakangan mental itu adalah suatu keadaan 

seseorang yang ditandai dengan ketidakcakapannya dalam berinteraksi sosial dan 

Intelegensia yang kurang seperti mental terhambat, lemah mental atau mental 

terbelakang dan cacat mental sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak 

masa anak-anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara 

keseluruhan, kemudian kemampuan jiwa retardasi mental gagal berkembang 

secara wajar dan kemauannya berada pada tingkat rendah, sehingga yang 

bersangkutan mengalami hambatan dalam penyesuaian diri dan menjalankan 

kehidupannya sehari-hari.
7
 

Dalam fakta tersebut, apabila melakukan transaksi yang dapat merugikan 

pihak pembeli misalnya seperti orang yang memiliki keterbatasan mental maka 

transaksi jual beli dilakukan tidak sah, karena Allah telah melarang hamba-Nya 

memakan harta antar sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu dengan cara-cara 

                                                             
7
T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2006), hlm. 103. 
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yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti menipu, mencuri dan merampas hak 

orang lain yang pemiiknya tidak rela. Setiap orang yang mengambil harta orang 

lain tidak dengan cara yang diizinkan oleh syariat, maka harta tersebut menjadi 

haram baginya, karena sesuatu yang haram tidak bisa berubah jadi halal walau 

dengan keputusan seorang hakim.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas  

lebih detail mengenai skripsi yang berjudul Legalitas Transaksi Bagi Orang 

yang Mengalami  Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan di Tinjau 

Menurut Konsep Al-Hajr). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana legalitas hukum bagi orang yang mengalami retardasi 

mental dalam transaksi jual beli ? 

2. Bagaimana pandangan ulama terhadap transaksi orang yang mengalami 

retardasi mental?  

3. Bagaimana penerapan konsep al-Hajr terhadap transaksi yang 

dilakukan oleh orang yang mengalami retardasi mental ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

tujuan penulisan adalah : 

                                                             
8
Syaikh Adnan Ath-Tharsyah, Anda dan Harta, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 

146-147 
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1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas hukum bagi orang yang 

mengalami retardasi mental dalam transaksi jual beli. 

2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap transaksi orang yang 

mengalami retardasi mental. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep al-Hajr terhadap 

transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami retardasi mental. 

 

1.4. Penjelasan Istilah 

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam 

judul proposal ini, maka diperlukan suatu penjelasan beberapa istilah, yaitu: 

1. Pengampuan 

Istilah pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu 

curatele adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap 

tidak cakap atau tidak pandai untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Karena 

dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum 

memperkenangkan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang 

berada di bawah pengampuan.
9
 

2. Retardasi Mental 

Retardasi mental adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki akal di 

bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi 

kecerdasan dan intelektual mereka terganggu.
10

 

 

                                                             
9
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,(  Jakarta: Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 92. 
10

Sumardi Suryabiata, Psikologi Kesehatan, (Yogyakarata: PT. Raja Grapindo, 2009),  

hlm. 98. 
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3. Al- Hajr 

Dalam fiqh Islam Pengampuan disebut dengan al-Hajr, yang berarti 

melarang atau mengharamkan anak kecil yang belum cakap hukum untuk 

melakukan transaksi. Kemudian secara istilah al-Hajr ini adalah mencegah, 

melarang terjadinya tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta) baik yang 

terkait dengan ucapan (aqad) maupun harta benda.11 

 

1.5. Kajian Pustaka 

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan belum ada 

kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada 

legalitas transaksi bagi orang yang mengalami retardasi mental (Studi Tentang 

Pengampuan di tinjau Menurut Konsep Al-hajr), penulis tidak menemukan skripsi 

atau peneitian yang serupa dengan judul skripsi penulis. 

Namun demikian, terdapat beberapa skripsi yang menyangkut dengan 

subjek pembahasan tulisan ini. Pertama adalah skipsi yang ditulis oleh Samsul 

Bahri pada tahun 2013 dengan judul “ Sistem Tentang Pengampuan Oleh Baitul 

Mal Banda Aceh Terhadap Yatim Piatu Korban Tsunami Menurut Konsep Al-

Hajr dan Qanun Nomor 10 tahun 2017” penulisan karya ilmiah ini menjelaskan 

tentang konsep pengampuan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh 

terhadap yatim piatu korban tsunami apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh dan 

qanun nomor 10 tahun 2007. Skripsi dari Anita Rizki yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan yang Menjadi Hak Anak di Bawah 

                                                             
11

Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdzor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 

Yayasan Ali Maksum, 1998), hlm. 739-740. 
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Umur (Analisis Menurut Konsep Al-Hajru dan Hukum Positif)” yang ditulis pada 

tahun 2017. Permasalah yang diangkat adalah mengenai konsep perlindungan 

terhadap kekayaan yang menjadi hak anak di bawah umur. Skripsi Azkia Hanim 

yang berjudul “Konsep Wali Pengampu Menurut Hukum Perdata dan Hukum 

Islam” pembahasan skripsi tersebut mengenai bagaimana konsep wali pengampu 

menurut hukum perdata dan hukum Islam. Skripsi Hantrini yang berjudul 

“Larangan Menggunakan Harta (Al-Hajr) Bagi Anak Kecil Yang Sudah Pandai 

(Mumayyiz)” yang ditulis pada tahun 2016. Skripsi tersebut membahas tentang 

larangan anak kecil yang sudah pandai dalam menggunakan hartanya. Serta 

Skripsi Khairul Rasikin yang berjudul “ Hukum Jual Beli Anak Mumayyiz ( Studi 

Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i) yang ditulis pada tahun 2017. 

Skripsi tersebut membahas mengenai hukum jual beli yang dilakukan oleh anak 

yang telah mumayyiz. 

Dapat disimpulkan dalam kajian pustaka tersebut, tidak terdapat kesamaan 

dari masalah yang penulis akan teliti.  Oleh karena itu penelitian mengenai 

perbuatan transaksi bagi orang yang mengalami retardasi mental di tinjau menurut 

konsep al-Hajr terbuka lebar untuk diteliti. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan 

objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode 

penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah 

penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis 
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penelitian  kualitatif.12 Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif ini 

adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar 

kehidupan. 

Adapun tahapan-tahapan yang di tempuh dalam metodologi ini untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang 

bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.
13

 Tujuan 

penulis menggunakan metode ini adalah untuk memberi gambaran dalam 

menganalisa dan memecahkan permasalahan. 

Adapun dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, 

penulis mengambil sumber data yang diperoleh dari library research (penelitian 

kepustakaan) yaitu : 

Metode Library research 

 Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitiaan yang 

ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dan 

informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah 

berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, 

                                                             
 

12
 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta : Erlangga, 2013), 

hlm. 3. 
13

 Muhammad  Nasir,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 



10 
 

 
 

catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di 

perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahn yang diajukan dalam rangka 

untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.
14

 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting 

dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan 

digunakan sebagai referensi pada penelitian.
15

 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
16

 Penulis dalam hal ini berusaha 

untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui 

responden menurut perspektif penulis sendiri. 

b. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data 

melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang 

diamati secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi 

                                                             
14

Rusdi Pohan, Metodelogi Penelitian Pendidikan, hlm.45. 
15

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147. 
16

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 

2005), hlm. 29-30. 
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partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang 

akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci.
17

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan di peroleh 

berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. 

Tampa adanya dukommentasi data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen 

yang real. 

1.6.3. Istrument Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulakan data agar kegitan tersebut 

menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.
18

 Adapun yang menjadi 

instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan 

diajukan terhadap objek penelitian. 

1.6.4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta data-data yang 

penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan 

pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari 

data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. 

 

1.7.  Sistematika Pembahasan 

Agar lebih  memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta 

para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu 

                                                             
17

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135. 

 
18

Suharsimi Arikunto, Menajemen Penelitian,  ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149. 
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sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, 

objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep al-Hajr, dengan 

sub-sub sebagai berikut; pengertian al-Hajr, syarat-syarat al-Hajr, dasar hukum 

al-Hajr dan penerapan al-Hajr bagi orang di bawah pengampuan. 

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian tentang hukum terkait 

dengan transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami keterbelakangan 

mental menurut konsep al-Hajr 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian 

yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian. 
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BAB DUA 

 

LANDASAN TEORI TENTANG PENGAMPUAN MENURUT HUKUM 

ISLAM dan HUKUM POSITIF 

 

2.1. Konsep Dasar Al-Hajr dari Sudut Pandang Islam 

Konsep al-Hajr dari sudut pandang Islam merupakan salah satu bentuk 

pelarangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil, 

atau akalnya tidak sempurna. Seperti pendapat Muhammad as-Syarbini al-Khatib 

bahwa al-Hajr itu adalah cegahan kepada seseorang untuk pengelolaan hartanya. 

Selanjutnya menurut pendapat Sulaiman Rasyid bahwa al-Hajr yaitu melarang 

atau menahan seseorang dari dari membelanjakan hartanya karena akalnya tidak 

sempurna.
19

 

 Allah SWT melarang memberikan harta kepada orang yang tidak mampu 

mengelola hartanya dengan baik. Bentuk pelarangan ini untuk melindungi orang-

orang tersebut agar menggunakan hartanya tidak secara boros, apabila harta 

tersebut diberikan kepada mereka maka dikhawatirkan harta tersebut habis tanpa 

ada manfaat. Jadi adanya al-hajr dalam Islam ini semata-mata untuk menjaga 

kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan yang 

berhubungan dengan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai dirugikan. 

2.1.1. Pengertian Al-Hajr dan Dasar Hukumnya 

a. Pengertian Al-Hajr  

                                                             
19

 Muhammad as-Syarbini al-Khatib. al-Iqna fi Hall al-Fadz Abi Syuja’ (Jakarta : Daral-

Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah). hlm. 26  
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Dalam konsep fiqh, al-hajr disebut pengampuan yang secara etimologi 

berarti larangan, penyempitan dan pembatasan. Misalnya kata hajara 'alaihi 

hajran, artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum.
20

 Dalam al-

Qur'an, kata al-hajr juga digunakan dalam arti akal, karena dapat menghambat 

seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk.
21

 seperti yang disebutkan 

dalam al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 5, yang bunyinya :  

           
 

Artinya: “Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) 

bagi orang-orang yang berakal?” (QS. Al-Fajr: 5). 

 

Secara terminolgi, dijumpai beberapa definisi al-hajr yang dikemukakan 

ulama fiqh. akan tetapi pada dasarnya definisi-definisi itu secara substansial 

adalah sama. Adapun pengertian-pengertian yang diberikan ulama tentang al-hajr 

adalah sebagai berikut: 
22

 

1. Di kalangan mazhab Hanafi terdapat dua definisi tentang al-hajr. Definisi 

pertama mengartikan al-hajr dengan larangan bagi seseorang untuk 

melaksanakan aqad dan bertindak secara hukum terhadap hartanya. Jadi 

jika seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan 

hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya, seperti 

jual beli atau hibah, maka tindakannya itu tidak dapat dilaksanakan serta 

segala akibat akad tersebut tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah. 

                                                             
20

 Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  hlm. 200. 
21

 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh Jilid 4, (Terj, Syeh Ahmad, dkk), 

(Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996),  hlm. 375. 
22

 Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah,  hlm. 200. 
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Sementara definisi kedua dari kalangan ulama Hanafiah mengartikan al-

hajr dengan larangan khusus yang berkaitan dengan pribadi tertentu dalam 

tindakan hukum tertentu pula. Dengan demikian, jika orang yang dalam 

pengampuan melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat ucapan atau 

pernyataan, transaksi yang dilakukan tidak sah kecuali bila mendapatkan 

izin dari walinya. Apabila orang yang dalam status pengampuan 

melakukan suatu tindakan yang merugikan harta benda, maka kerugian itu 

harus diganti dengan hartanya, jika mempunyai harta  maka menjadi 

tanggung jawab wali yang mengampunya. Tetapi, hukuman yang bersifat 

fisik tidak boleh dikenakan kepada orang-orang yang berada dalam 

pengampuan itu.
23

 

2. Mazhab Maliki mengartikan al-hajr sebagai status hukum yang diberikan 

syara’ kepada seseorang, sehingga dia dilarang melakukan tindakan 

hukum di luar batas kemampuannya atau melakukan suatu tindakan 

pemindahan hak milik. Mereka berpendapat bahwa penentuan seseorang 

berada di bawah pengampuan didasarkan kepada ketentuan syara’. 

Menurut mereka orang yang dilarang melakukan tindakan hukum di luar 

batas kemampuannya adalah anak kecil, orang gila, orang dungu, orang 

yang jatuh pailit dan sebagainya. Mereka semua dilarang melakukan 

tindakan hukum seperti jual beli atau melakukan perbuatan pemindahan 

hak miliknya. Jika mereka melakukan suatu tindakan hukum, maka akibat 

tindakan hukum tersebut tidak berlaku dengan sendirinya, sebagaimana 

                                                             
23

 Ibid.  
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yang berlaku bagi orang yang tidak dalam pengampuan, namun akibat 

hukum tindakan mereka harus mendapat izin dari wali pengampunya.
24

 

3. Mazhab Syafi’i dan Hambali mendefinisikan al-hajr dengan larangan 

melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan 

hukum yang ditunjukan kepada anak kecil, orang gila, orang dungu atau 

muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual 

barangnya.
25

 

4. Sayyid sabiq menyebutkan bahwa al-hajr di dalam bahasa berarti 

membatasi dan menghalangi. Sedangkan makna al-hajr di dalam syara’ 

adalah membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya. 

5. Idris ahmad dalam bukunya fiqh syafi’iyah sebagaimana yang telah dikutip 

Dr. Hendi Suhendi, al-hajr secara istilah adalah orang-orang yang 

terhalang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal 

yang terdapat pada dirinya, yang memerlukan pengawasan.
26

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, 

baik ulama mazhab maupun ulama kontemporer dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan al-hajr adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola 

hartanya disebabkan adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya 

pencegahan. 

Al-hajr berbeda dengan perwalian, dimana perwalian dalam literatul fiqh 

disebut dengan al-walayah seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan 

                                                             
24

 Ibid, hlm. 205. 
25

 Ibid, hlm. 205. 
26

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana , 2013),  hlm. 

372. 
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ad-dilalah. Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti, diantarannya 

adalah cinta (al-mahaba) dan pertolongan (an-nasharah), dan jugas berarti 

kekuasaan (as-sulthah wal-qudrah).
27

 Adapun yang dimaksud dengan perwalian 

dalam terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah 

kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan 

sendiri tanpa harus bergantung atau terikat atas seizin orang lain.
28

 

Al-hajr terbagi kepada dua bagian, pertama: penghalang untuk menjaga hak 

orang lain, seperti penghalang terhadap orang yang bangkrut dari penggunaan 

hartanya demi menjaga hak orang-orang yang berpiutang, kedua: penghalang 

untuk menjaga jiwa seperti penghalangan terhadap anak kecil (di bawah umur), 

orang safah (bodoh, pandir) dan orang yang mempunyai akal yang lemah demi 

kemaslahatan mereka sendiri.
29

 

Allah SWT mensyariatkan pengampuan terhadap anak kecil, orang gila, dan 

orang yang belum sempurna akalnya dalam rangka menjaga harta mereka dari 

tangan orang-orang yang suka menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, 

dan menjaga mereka dari memiliki harta sendiri jika belum pandai 

membelanjakan harta. 

b. Dasar hukum al-hajr  

Dalam  kehidupan umat beragama Islam, sesuatu tindakan tidak pernah 

terlepas dari pada  peraturan   hukum   yang   berlaku    berdasarkan al-Qur’an, 

                                                             
27

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Prersada, 2005), hlm. 135. 
28

 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Jilid 3, (Terj, Syeh Ahmad, dkk), 

(Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996),  hlm. 255. 
29

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (terj, Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), hlm. 455. 
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dan hadist. Adapun  dasar hukum transaksi orang-orang di bawah pengampuan 

menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: (Qs. An-Nisa ayat 5). 

                        

                   

  
Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya harta mereka ( yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta mereka itu), dan ucapkan kepada mereka kata kata 

yang baik”. (Qs. An-Nisa: 5) 

 

Ayat di atas, mengandung pengertian bahwa sesuatu  yang memiliki  hak 

dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan  untuk melakukan 

perbuatan hukum (ahliyatul ada’), namun dewasa ini  yang memiliki hak dan 

kewajiban  bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan 

hukum tertentu. Manusia  pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan 

berakhir hingga meninggal dunia, yang menjadi persoalan adalah kapankah 

seseorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (ahliyatul 

ada’) sebab itu dalam hukum Islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri  hak 

dan kewajiban, yaitu diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampuan. 

Ahliyahtul ada’ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah 

dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik 

yang positif maupun negatif. Bila mengerjakan perintah syara’, maka mendapat 

pahala dan jika melaksanakan perbuatan yang dilarang maka berdosa. Para ulama 
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ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang 

telah memiliki ahliyatul ada’ ialah baligh, berakal, dan cerdas.
30

 

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman: 

 

                            

         

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka 

harta-hartanya..” (Qs. An-Nisa:6) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyerahkan harta tersebut janganlah 

tergesa-gesa, ujilah terlebih dahulu anak itu dengan memperhatikan akhlaknya, 

apakah telah mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik. 

Dari ketentuan hukum ayat di tersebut, dapat disimpulkan bahwa  di dalam 

ketentuan hukum Islam terdapat ada golongan yang tidak cakap bertindak hukum 

yaitu mereka yang diistilahkan dengan As-suf’ah.
31

 

Ayat yang juga dijadikan dasar hukum al-hajr oleh para ulama fiqh adalah, 

firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah, 2:282 sebagai berikut:  

                            

              
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Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 211. 
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Artinya: “… Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau  lemah 

(keadaannya) atau dia tidak mampu mengdiktekan, maka hendaklah 

walinya mendiktekan dengan jujur..” (Qs. Al-Baqarah: 282) 

 

Dari ayat di atas, maka seorang yang boros dianggap tidak cakap  untuk 

melakukan tindakan hukum. Namun  ketetapan  tentang keadaan 

tersebut  haruslah ditentukan berdasarkan  keputusan hakim yang menanganinya. 

Hal ini diqiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki akal yang sehat  karena 

dapat merugikan  orang lain terutama keluarganya. Sedangkan di ayat yang lain 

ditegaskan mengenai tata cara bermuamalah, orang yang tidak sehat 

akalnya  dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun  untuk 

kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian  semua urusan diserahkan  kepada 

walinya. 

Disamping ayat-ayat di atas, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW 

yang berkaitan dengan al-hajr yaitu :  

قا ل النبي صلي الله عليه وسلم تحت جز لها مر و حت تعمل معا ذ : عن كعب بن ما لك 
ر لسد ا دديو نها بيع ا لعقا   

" Dari Ka’ab bin Malik: Sesungguhnya Nabi SAW telah menahan harta 

Mu’az dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya” (HR. Daru-Quthni). 

Dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwa, Usman bin Affan pernah di 

dalam pengampuan Rasulullah, karena sikap mubazir yang dilakukan oleh Usman. 

Demikianlah ayat-ayat dan hadits di atas yang ulama fiqh jadikan sebagai 
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landasan hukum untuk menetapkan status seorang berada di bawah pengampuan 

(al-hajr).  

2.1.2. Macam-macam dan Tujuan al-hajr 

a. Macam-macam al-hajr 

Sayyid sabiq dalam buku fikih sunnah membagi al-hajr kepada dua 

macam sebagai berikut:
32

 

1. Pembatasan untuk menjaga hak orang lain, misalnya pembatasan 

terhadap orang yang jatuh pailit (bangkrut) dari penggunaan hartanya 

demi menjaga hak-hak orang yang berpiutang. 

2. Pembatasan untuk menjaga jiwa, misalnya pembatasan terhadap anak 

kecil, orang dungu (safih) dan orang gila. Karena pembatasan terhadap 

mereka ini mengandung maslahat yang kembali kepada mereka juga 

dan ini berbeda dengan pembatasan terhadap orang yang bangkrut.  

Orang yang bangkrut (muflis) ialah orang yang tidak memiliki harta, tidak 

memiliki apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya dan kefakirannya 

ini mencapai kondisi dimana dia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai 

uang. Orang tersebut dinamakan muflis, sekalipun sebenarnya dia mempunyai 

harta, namun hartanya menjadi milik orang-orang yang mempunyai piutang 

kepadanya, maka harta tersebut seolah-olah tidak ada atau nihil. Para fuqaha 

mendifinisikan orang yang demikian ini sebagai orang yang banyak utangnya dan 

tidak mempunyai kemampuan membayar utangnya, sehingga hakim menyatakan 

kebangkrutannya.  
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Nasroen Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa, para 

ulama fiqh mengemukakan macam-macam al-hajr jika dilihat dari tujuannya 

adalah:
33

 

1. Al-hajr untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan 

seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan orang yang berprilaku 

boros/mubazir. 

2. Al-hajr untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang pailit dan orang 

yang sedang dalam keadaan sakit tak kunjung sembuh yang berakibat 

kepada kematiannya. 

 

b. Tujuan al-hajr 

Tujuan al-hajr (pencegahan membelanjakan hartanya) adalah sebagai 

berikut:
34

  

a. Al-hajr dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain, seperti 

pencegahan terhadap: 

1. Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, maka 

orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang 

berpiutang. 

2. Orang yang sakitnya parah, maka dilarang berbelanja lebih dari 

sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. 

                                                             
33
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3. Orang yang murtad dilarang mengedarkan hartanya guna 

menjaga hak muslimin. 

b. Al-hajr dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimanjurkan 

itu sendiri, seperti: 

1. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga anak 

tersebut berusia dewasa dan sudah pandai mengelola serta 

mengendalikan hartanya. 

2. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal 

ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri. 

3. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, 

hal ini juga dilakukan untuk menjaga hak terhadap hartanya 

ketika mereka membutuhkan pembelanjaannya kelak. 

 

2.1.3. Sebab-sebab Terjadinya al-hajr dan Konsekuensi Hukumnya 

Para ulama fiqh mengemukakan terdapat beberapa penyebab seseorang 

dihukumkan di bawah pengampuan, penyebab itu ada yang mereka sepakati dan 

ada pula yang mereka perselisihkan. Adapun al-hajr yang disepakati adalah 

seperti pengampuan terhadap anak kecil, safih (orang kurang akal/bodoh) dan 

orang gila, karena mereka belum cakap melakukan tindakan hukum atau karena 

kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum. Pengampuan yang 

diperselisihkan, misalnya pengampuan terhadap orang dungu dan orang yang 

terbelit utang. Pengampuan terhadap mereka bukan karena tidak adanya 

kecakapan melakukan tindakan hukum, tetapi bertujuan untuk menghindarkan 
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orang lain mendapat mudharat dari tindakan mereka, atau mencegah terjadinya 

mudharat pada diri mereka sendiri.
35

 

Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, 

tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya 

sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara’ untuk menunjukan, 

bahwa syara’ itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama 

mengenai muammalah. syara’ menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan 

atau merugikan orang lain.
36

 

a. Sebab-sebab Terjadinya al-hajr 

Al-hajr dapat dilakukan bagi orang-orang tertentu seperti anak kecil, gila, 

safih, sedang sakit keras, muflis dan lain sebagainya., Orang-orang yang dapat 

diampu secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat 

menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Anak kecil 

menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum 

cakapnya akal menurut syara’. Orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan 

akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya 

pengampuan. safih mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan 

perbuatannya.  Muflis (pailit) menegaskan bahwa pengampuan juga dapat 

dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Orang 

yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya.
37

 

                                                             
35

 Asy-Syarbaini al-Khatib, Mugni al-Muhraj.., hlm. 169 
36

 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 290. 
37

 Abi Bakr ibnu Muhammad al-Husainiy, Kifayaṯ al Aḫyar fi Ḫalli Ghayaṯ al Iḫtishȃr, 

Jld. 1, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215. 



25 
 

Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola atau membelanjakan 

hartanya sendiri adalah sebagai berikut:
38

 

1. Anak Kecil 

Maksud anak kecil ialah anak yang belum baligh (belum mukallaf), baik 

karena akalnya belum dewasa maupun karena hal lainnya. Dengan demikian, anak 

tersebut membutuhkan pengawasan dan penjagaan oleh walinya. Hartanya tidak 

boleh diserahkan sebelum dia dewasa sebab dikhawatirkan hartanya akan disia-

siakan.  Tetapi apabila mereka melakukan suatu transaksi akadnya sudah 

sempurna dan usia kebalighannya sudah tiba, maka tindakan dalam menggunakan 

hartanya tersebut dinyatakan  sah.  

2. Safih (bodoh) 

Seorang safih dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighanya, dan dari 

orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, ke-safih-an itu bisa saja 

menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang safih adalah 

orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik 

dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul 

tidak memiliki kecakapan serupa itu. Dengan kata lain, dia adalah seorang 

pemboros. Oleh karena itu, orang safih  harus dicegah dari membelanjakan 

hartanya sebab hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang yang 

ditanggungnya. Penahanan haknya tersebut berakhir hingga mereka dewasa dan 

mengerti. 
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3. Orang Gila 

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan nash dan ijma’, 

baik gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang 

kambuh pada waktu-waktu tetentu saja, dalam artian suatu saat mereka gila pada 

saat lainnya sembuh. Oleh sebab itu, tindakan hukum orang gila manakala ketika 

menggunakan hartanya berada dalam keadaan sehat, maka tindakannya masih 

dibenarkan, sedangkan bila kitatidak tahu secara pasti apakah ketika 

menggunakan hartanya tersebut mereka dalam keadaan gila atau sehat,maka 

tindakannya tersebut tidak sah. Sebab, berakal sehat merupakan salah satu rukun 

bagi sahnya mu’mamalah. 

4. Sedang sakit keras 

Sesungguhnya orang yang sedang sakit keras (orang yang diduga keras 

tidak akan sembuh dari sakitnya) tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Jika 

dia memiliki harta, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan para ahli 

warisnya.  

5. Jantuh bangkrut (Muflis) 

Maksud jatuh bangkrut adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari 

pada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah 

pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. 

Dari beberapa sebab-sebab seseorang terjadi al-hajr, maka anaklah yang 

harus mendapat pengawasan utama karena posisi anak dapat dikatakan sebagai 

orang yang lemah, namun di sisi lain anak juga mempunyai hak, untuk itu perlu 

adanya pengampuan terhadap anak untuk menjaga hak mereka dalam kondisinya 
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yang lemah. Dalam hal ini, ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar 

hukum seorang anak berada di bawah pengampuan adalah firman Allah dalam Al-

Quran surah An-Nisa’ ayat 5 sebagaimana telah disebutkan di atas. ayat tersebut 

dijelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan orang dungu atau orang “safih”  

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan kata safih adalah orang-

orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan, yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. Orang itu bisa saja anak kecil atau orang-orang yang 

perkataannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, orang gila dikarenakan akal 

dan agamanya lemah, dan orang yang pailit karena ketidakmampuanya dalam 

melunasi hutang-hutangnya. Adapun dari kelemahan mereka ini menyebabkan 

adanya hukum penangguhan pemberian harta kepada mereka, sehingga mereka 

harus berada di bawah pengampuan.
39

 

Kemudian dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 6 yang mengatakan 

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), maka serahkan kepada mereka harta-hartanya…” maksud dari menguji 

anak itu terlebih dahulu adalah dengan memperhatikan akhlaknya, apakah ia telah 

mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik, agar uang 

tersebut dapat diserahkan kepadanya setelah ia meningkat dewasa. Sebagian 

ulama berkata, penyerahan harta kepada mereka itu hendaklah dilakukan setelah 

mereka itu baligh dan sudah diperhatikan adanya tanda kecerdasan (rusyd) pada 

pikirannya, Karena siapa yang menyerahkan harta itu kepada orang yang belum 
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diuji kecerdasannya berarti mengerjakan satu perbuatan terlarang, yaitu 

membuang-buang harta dengan percuma.
40

 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” Menurut 

keterangan Ibnu Jarir, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ‘rusyd. 

Mujahid mengartikan “berakal”, Qatadah mengartikan “berakal dan beragama”, 

sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, baik keadaannya dan dapat menggunakan 

hartanya dengan baik.
41

 

Selanjutnya firman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yang telah 

disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kata “safih” pada ayat tersebut ialah 

orang yang dungu, orang bodoh, orang bebal, kurang akalnya, atau orang yang 

boros, mubazir yang memboroskan uangnya ke tempat yang tidak berguna. Dalam 

keadaan ini, wali dari mereka itulah yang berhak menulis aqad, jika mereka tidak 

mempunyai wali maka hakimlah yang bertindak menggantikannya.
42

 

Al-Muzanni telah menceritakan dari Syafi’i dalam kitab Mukhtashar bahwa, 

“Allah telah memerintahkan supaya menyerahkan harta kepada anak-anak hanya 

dengan dua syarat, yaitu baligh dan cerdik (rusyd). Arti rusyd adalah baik 

agamanya dan dia dapat memelihara hartanya itu serta dapat diterima 

kesaksiaanya. Demikian juga terhadap anak-anak perempuan diperlakukan sama 

dengan apa yang diperlakukan terhadap anak laki-laki, kalau cukup dua syarat 
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tersebut yaitu baligh dan cerdas, barulah dapat diserahkan harta itu kepadanya, 

karena Allah telah menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
43

 

Berdasarkan penjelasan diatas, para ulama menyatakan bahwa pengampuan 

dapat terjadi karena seseorang kurang akal, dungu, gila atau karena tindakannya 

merugikan diri sendiri atau karena perbuatanya dapat merugikan orang lain. 

Jadi dapat diketahuai bahwa sebab penetapan pengampuan terhadap anak 

menurut konsep fiqh adalah dikarenakan mereka termasuk golongan yang belum 

sempurna akalnya, demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat 

berlaku sah seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, sah atau tidak nya itu 

tergantung pada wali, dan apabila anak tersebut sudah baligh maka uji terlabih 

dahulu kecerdasannya apabila sudah ada tanda cerdas padanya maka 

diperbolehkan membelanjakan harta tersebut. 

b. Konsekuensi Hukum al-hajr 

Dalam membahas hukum tindakan anak kecil, ulama Hanafi dan Maliki 

membedakan anak yang belum mummayyiz (yang belum mencapai umur 7 tahun) 

dengan anak yang sudah mummayyiz ( yang berumur 7 tahun ke atas). Sedangkan 

ulama Syafi’i dan Hanbali tidak membedakan anak yang memmayiz dengan anak 

yang belum mummayyiz. 

Ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa anak yang berumur sepuluh 

tahun termasuk ke dalam golongan mummayyiz, dan dalam hukum-hukum tertentu 

mereka telah dituntut untuk melaksanakannya. Perbuatan hukum anak itu boleh 

dibedakan antara tindakan yang bersifat perkataan, para ulama fiqh menyatakan 
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bahwa mengenai tindakan hukum anak yang bersifat perbuatan, seperti merusak 

barang orang lain, maka statusnya sebagai orang dalam pengampuan tidak 

berlaku, karena pengampuan itu hanya tertuju pada perkataan, bukan pada 

perbuatan. Oleh sebab itu, setiap barang dan jiwa yang dirusak atau dihilangkan 

anak kecil, wajib diganti atau dibayar dendanya.  

Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan, 

jika tindakan hukum itu dilakukan oleh anak yang belum mummayyiz, para ulama 

fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan atau pernyataan itu dianggap batal, 

baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya sendiri, karena 

anak dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, apabila 

tindakan itu dilakukan oleh anak yang telah mummayyiz, maka menurut ulama 

Hanafi dan Maliki perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan 

merugikan dirinya, seperti menerima sedekah atau wasiat, maka para ulama fiqh 

sepakat menyatakan bahwa tindakannya sah, tanpa harus ada persetujuan dari 

walinya.
44

 

Apabila tindakannya itu merugikan dirinya, seperti meminjamkan hartanya 

kepada orang lain, maka para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa 

tindakan itu dianggap tidak sah dan persetujuan dari wali pun tidak berlaku. 

Karena tidak dibenarkan adanya justifikasi dalam hal-hal yang merugikan. Akan 

tetapi, ulama Hambali mengecualikan hukum terhadap tindakan anak mummayyiz 

yang merugikan tersebut. Menurut ulama Hambali apabila wali anak itu 

mengizinkan tindakan itu, maka hukumnya sah. Apabila tindakan anak itu bersifat 
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antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya sendiri, seperti jual beli dan 

sewa menyewa, maka ulama Hanafiah dan Malikiyah menganggap tindakan 

hukum anak itu sah apabila diizinkan walinya, akan tetapi menurut ulama Syafi’i 

dan Hambali tindakan hukum anak yang bersifat spekulasi, baik mummayyiz 

maupun belum,  maka perbuatan tersebut tidak sah. Ulama Hambali menggangap 

sah tindakan yang telah mummayyiz apabila diizinkan walinya. 

Akibat hukum lain dari pengampuan anak tersebut adalah bahwa para ulama 

fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak itu tidak boleh diserahkan kepadanya 

dan menurut ulama fiqh bahwa penyerahan harta kepada anak itu apabila telah 

memenuhi dua syarat, yaitu dewasa (baligh) dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu 

terpenuhi maka wali tidak boleh menyerahkan harta itu kepadanya.
45

 

Tanda-tanda dewasa (baligh) telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dan 

untuk mengetahui seorang anak telah cerdas yaitu, misalnya anak itu laki-laki 

maka dilihat dari kegiatan jual beli yang dilakukanya, dan jika diketahui anak 

tersebut  menyukai pertambahan terhadap hartanya dan tidak menghabiskan untuk 

hal-hal yang tidak bermanfaat, maka anak tersebut bisa digolongkan cerdas. 

Selain dari kegiatan jual beli yang dilakukannya, juga boleh dicoba dengan 

memberikan sedikit harta si anak dan jika dia telah pandai mengelolanya maka 

harta tersebut sudah boleh diserahkan kepadanya. Sedangkan apabila anak 

tersebut perempuan maka dilihat dengan cara memberikan amanah untuk 

mengurus pembelanjaan keluarga, jika anak telah dapat mengurusnya dengan 

baik, maka harta yang menjadi haknya dapat diserahkan untuk dikelola sendiri. 
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2.1.4. Hikmah dan Berakhirnya al-hajr 

a. Hikmah al-hajr 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa diberlakukannya seorang berada di 

bawah pengampuan, sehingga dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum 

bukanlah merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehan terhadap 

kehormatan dirinya sebagai manusia, tetapi pengampuan ini diberlakukan syara’ 

demi untuk menunjukan kepedulian syara’ terhadap orang-orang yang berada 

dalam kondisi tersebut. Dalam soal muamalah, syara’ menginginkan agar tidak 

ada yang dirugikan atau merugikan orang lain.
46

 

Dengan demikian, apabila anak kecil, orang gila dan orang-orang yang 

bertindak mubazir dijadikan status mereka di bawah pengampuan, pada 

hakikatnya adalah untuk kemaslahatan bagi diri mereka sendiri, agar seluruh 

tindakan yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri atau tidak ditipu orang lain. 

b. Berakhirnya al-hajr 

Penyerahaan harta kepada anak kecil apabila telah memenuhi  dua syarat, 

yaitu cukup umur (baligh) dan cerdas, maka apabila anak telah baligh dan cerdas, 

sesuai dengan kriteria baligh dan cerdas, maka para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa status pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus 

ditetapkan hakim, karena penerapan anak tersebut di bawah pengampuan bukan 

melalui ketetapan hakim, maka perbuatan pengampuan bagi anak tidak perlu 

melalui ketetapan hakim. Akan tetapi, ulama Syafi’i mengatakan bahwa perlu 

adanya ketetapan hakim, apabila anak itu belum memenuhi dua syarat 
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sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka wali anak tersebut tidak boleh 

menyerahkan harta kepadanya dan yang bertindak sebagai pengelola dan 

pemelihara harta anak tersebut adalah walinya dan pengelolaan terhadap harta 

harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan si anak. 

Ulama Maliki membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan 

dalam hal berakhirnya status pengampuan. Untuk anak laki-laki harus memenuhi 

salah satu dari tiga hal berikut:
47

 

1. Bapak anak tersebut masih hidup, dalam keadaan seperti ini al-Hajr nya 

gugur secara otomatis ketika dia telah baligh, tidak perlu adanya perintah 

dari hakim (Mahkamah) selama anak tersebut tidak mempunyai tanda-

tanda lemah akal. 

2. Bapaknya meninggal dan si anak berada di bawah pengampuan seorang 

wali, dalam keadaan ini pengampuan terhadap anak tidak gugur secara 

otomatis jika walinya dilantik oleh hakim, maka pengguguran 

pengampuan harus memiliki izin dari hakim jika walinya adalah hakim 

sendiri maka pengguguran atasnya dilakukan oleh hakim tersebut sendiri 

dengan melihat kecerdasan.  

3. Anak yang sudah baligh tetapi tidak mempunyai bapak dan wali, maka 

anak-anak seperti ini pengguguran pengampuan tergantung kepada 

kecerdasannya dan tidak perlu adanya persetujuan dari hakim. 

Adapun untuk anak perempuan yang masih di bawah pengampuan 

bapaknya, maka gugur pengampuan bagi anak dengan adanya pengakuan dari 
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bapaknya, kecuali anak telah mencapai umur baligh, budi bicara yang sempurna, 

pengakuan dari pihak ketiga dan telah kawin. Jika anak-anak perempuan tesebut 

berada di bawah penjagaan seorang wali yang dilantik oleh hakim maka 

pengampuan atasnya tidak gugur kecuali anak tersebut sudah baligh, cerdas, 

adanya kesaksian bahwa anak tersebut sudah cerdas, telah kawin dan adanya 

sebab yang kuat untuk berakhirnya pengampuan tersebut. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebab berakhirnya 

pengampuan terhadap seorang anak adalah mencapai umur baligh disertai dengan 

kecerdasan. 

 

2.2. Konsep Dasar Pengampuan dalam Hukum Positif 

Buku ke I Kitab Undang-undang Hukum Perdata, membahas tentang orang 

atau individu. Pada buku ke I ini, masih dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu 

hukum orang dan hukum keluarga. Hukum orang berisikan tentang subyek 

hukum. Hukum keluarga berisi tentang perkawinan, hubungan orangtua dengan 

anak, perwalian dan pengampuan. 

2.2.1. Konsep Dasar Pengampuan 

Istilah pengampuan berasal dari Bahasa Belanda curatele, yang dalam 

Bahasa Inggris disebut custody atau Interdiction (Perancis). Lembaga 

pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-undang zaman 

itu, orang yang sakit ingatan dan juga orang-orang pemboros yang 

menyalahgunakan kecakapan berbuatnya, yang karena perbuatan-perbuatannya 

dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada 
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orang lain yang mengaturnya, sehingga mereka harus berada di bawah 

pengampuan.
48

 

Dalam hukum positif pengampuan dikenal dengan istilah curatele yaitu 

keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 

pandai untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Orang yang diletakkan di 

bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu 

lintas hukum karena sifat pribadinya, atas dasar itu hukum memperkenankan 

seseorang untuk dapat dijadikan sebagai wali dari orang yang berada di bawah 

pengampuan tersebut
49

.  

Dalam kedudukan hukum, orang yang di bawah pengampuan dipandang 

belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan 

hukum. Tentang alasan-alasan pengampuan ini, dalam pasal 433 KUH Perdata 

dijelaskan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit 

otak, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan. Seorang dewasa 

boleh juga ditaruh di bawah pengampuan, karena keborosannya. 
50

 

Pada dasarnya, tidak semua orang dapat ditaruh di bawah pengampuan. 

Hanya mereka yang belum dewasa akan selalu di bawah pengampuan, karena 

mereka itu belum dapat bertindak sendiri atau belum cakap mempergunakan 

pikirannya. Akan tetapi orang dewasa yang sakit ingatan, atau orang itu selalu 
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mengobralkan kekayaannya, maka demi kelangsungan hidupnya mereka perlu di 

bawah pengampuan.
51

 

Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang yang berarti 

pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban 

(pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subyek hukum, akan tetapi dalam 

hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri untuk melaksanakan 

hak-haknya itu.
52

 Kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kemampuan 

seseorang untuk membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang diperbuatnya 

menjadi sah menurut hukum. 

Suatu tindakan akan menimbulkan akibat hukum yang sempurna, apabila 

orang yang bertindak pada saat melakukan suatu tindakan mempunyai 

kematangan berfikir, yang secara normal mampu menyadari sepenuhnya 

tindakannya dan akibat dari tindakan tersebut. Menurut J Satrio pengampuan 

adalah suatu keadaan dimana orang dewasa kedudukan hukumnya diturunkan 

menjadi sama dengan orang yang belum dewasa, dengan konsekuensi  

kewenangannya untuk bertindak dicabut.
53

 Seorang yang belum dewasa pada 

asasnya tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga sama dengan 

mereka-mereka yang di bawah umur yang ditaruh di bawah pengampuan. Dalam 

hal menentukan seseorang itu dewasa atau belum dewasa biasanya melihat 

berdasarkan usia seseorang, usia memegang peranan penting karena dikaitkan 
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dengan masalah kecakapan bertindak, untuk berlakunya perlindungan 

perlindungan tertentu diisyaratkan telah dicapainya umur tertentu. 

Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, 

yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi harus dapat dibedakan antara 

perwalian dan pengampuan. Dalam perwalian, pemeliharaan dan bimbingan 

dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam 

keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum 

dewasa, sedangkan dalam pengampuan (curatele) pemeliharaan atau bimbingan 

dilaksanakan oleh curator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk.
54

 

 

2.2.2. Sebab-Sebab Terjadinya Pengampuan dan Pihak yang Berhak Menjadi 

                  Wali Pengampu 

 

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah pengampuan harus diajukan 

kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang 

menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang 

tersebut di bawah pengawasan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat 

diperiksa oleh hakim. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa orang yang 

diajukan untuk memperoleh pengampuan, jika hakim menganggap perlu adanya 

pengampuan terhadap orang tersebut, maka selama pemeriksaan berjalan, hakim 

mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. 

Jika pengadilan telah memutuskan bahwa orang tersebut ditaruh di bawah 

curatele, maka orang yang ditetapkan harus berada di bawah pengampuan 

(curandus) berhak meminta banding pada Pengadilan Tinggi, apabila putusan 
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hakim telah memperoleh kekuasaan tetap, Pengadilan Negeri akan mengangkat 

seorang pengampu atau curator.
55

 

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut berada di bawah 

pengampuan harus dituangkan dalam berita Negara. Kedudukan orang yang 

ditaruh dalam pengampuan sama seperti seseorang yang belum dewasa, di mana 

seseorang tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara 

sah.
56

 

Adapun syarat-syarat seseorang berada di bawah pengampuan adalah 

sebagaimana diatur dan dimaksud pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan:  

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau 

mata gelap, harus ditetapkan di bawah pengampuan, sekalipun orang 

tersebut kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa 

boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”,
57

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa 

permanen atau tidak merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan di 

bawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat 

dimintakan pengampuan.  

Mengenai siapa saja pihak yang berhak memintakan pengampuan dan dapat 

ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan di atur dalam Pasal 434 KUH 

Perdata. Pasal 434 KUH Perdata menjelaskan secara tegas bahwasannya: 
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Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya 

berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena 

pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah 

dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat 

keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap 

mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pegampuan bagi 

dirinya sendiri. 
58

 

 

Jadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, tidak semua orang 

dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum 

mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat 

mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap 

saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan), hukum tetap 

mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak 

pengampuan.  

Dalam menetapkan seseorang diletakkan pengampuan, Pengadilan Negeri 

terikat dan harus tunduk pada ketentuan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 438 

KUH Perdata menyebutkan: “Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa 

peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka 

perlu didengar para keluarga sedarah.
59

 

Pasal 439 KUH Perdata menyatakan: 

Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-

orang tersebut dalam Pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang 

dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka 

pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa 

orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai panitera, dan dalam segala 

hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan. Apabila rumah orang yang dimintakan 

pengampuan itu terletak dalam jarak 10 (sepuluh) km dari pengadilan 

Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan 

setempat. Pemeriksaan ini yang tidak perlu dihadiri jawatan kejaksaan, 
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harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada 

Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada 

yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan 

laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah. 

 

Pasal 440 KUH Perdata menyatakan:  

Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah 

keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang 

dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang 

diperoleh, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat 

permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, 

Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar 

peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. 

 

Pasal 441 KUH Perdata menyebutkan: “Setelah mengadakan pemeriksaan 

tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat 

seseorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang 

yang dimintakan pengampuannya”. Selanjutnya Pasal 442 KUH  Perdata 

menyatakan: “Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan 

dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah  semua 

pihak dan berdasarkan kesimpulan jaksa”.
60

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang 

paling berhak dan dapat memintakan pengampuan adalah sebagai berikut: 

1. Setiap keluarga sedarah dan suami atau istri berdasarkan keadaan dungu, 

gila (sakit ingatan) atau mata gelap. 

2. Setiap keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun dalam garis 

samping sampai derajat keempat dan suami atau istri berdasarkan 

pemborosan. 
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3. Orang yang merasa dirinya lemah akal pikirannya, misalnya terlalu lanjut 

usia, sakit keras dan cacat, sehingga merasa tidak mampu untuk  mengurus 

kepentingannya sendiri dengan baik bagi dirinya sendiri. 

4. Kejaksaan bagi seseorang yang dungu atau gila (sakit ingatan) yang tidak 

mempunyai, baik suami atau istri maupun keluarga sedarah yang dikenal 

di Indonesia. 

 

2.2.3. Konsekuensi Hukum Orang yang Berada di Bawah Pengampuan dan        

Berakhirnya Pengampuan. 

 

Konsekuensi hukum yang timbul dengan berlakunya pengampuan terhadap 

kurandus atau orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah:
61

 

1. Kurandus berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. 

2. Semua perbuatan perdata (civil actions) yang dilakukan oleh kurandus 

setelah berlakunya pengampuan adalah batal demi hukum. Namun, 

kurandus pemboros tetap berhak membuat surat-surat wasiat. 

3. Kurandus yang sakit ingatan tidak dapat menikah dan juga tidak dapat 

membuat wasiat. 

4. Kurandus pemboros dapat melangsungkan perkawinan, dengan izin 

kurantor dan Balai Harta Peninggalan sekali curator pengawas, dan juga 

dapat membuat wasiat. 

5. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, 

yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-Pasal 362, 
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367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam bagian 11, 12 

dan 13 bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan. 

6. Penghasilan kurandus karena dungu, gila, atau mata gelap, harus 

digunakan untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar 

penyembuhan. 

7. Kurandus yang belum dewasa tidak dapat melakukan perkawinan, pula 

tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dengan 

memerhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151. 

Dalam hukum positif yang menjadi  landasan ditempatkan seorang anak di 

bawah pengampuan adalah karena usianya yang belum mencapai dewasa, ini 

berdasarkan Pasal 458 KUH Perdata, dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa 

seorang anak yang belum dewasa berada di bawah pengampuan, jadi bisa 

disimpulkan bahwa yang menjadi batasan seorang anak berada di bawah 

pengampuan adalah usia dewasanya, dimana usia dewasa tersebut ditetapkan 

secara berbeda-beda dalam hukum positif. 

Menurut hukum positif, berakhirnya pengampuan disebutkan dalam hukum 

KUH Perdata Pasal 460 bahwa: 

Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang 

tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain 

dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang 

guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di 

bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali sebelum keputusan 

tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang 

pasti.
62
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebab-sebab berakhirnya 

pengampuan menurut hukum positif adalah, secara absolut atau mutlak/pasti, 

curandus (orang yang berada di bawah pengampuan) meninggal dunia atau 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan di 

bawah pengampuan telah dihapus. Sedangkan secara relatif atau tidak 

mutlak/tidak pasti, curator (orang yang ditunjuk sebagai pengampu) meninggal 

dunia, curator dipecat, atau suami diangkat sebagai curator yang dahulunya 

berstatus sebagai curandus. Dengan berakhirnya pengampuan, maka berakhir 

tugas dan kewajiban curator dan pembebasan pengampuan harus diumumkan. 
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BAB TIGA 

PENERAPAN KONSEP AL-HAJR TERHADAP LEGALITAS 

TRANSAKSI BAGI ORANGRETARDASI MENTAL 

 

3.1. Legalitas Hukum bagi Orang yang Mengalami Retardasi Mental dalam 

Transaksi Perdagangan 

 

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas yang berlaku saat ini telah 

diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Disebutkan di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 1 yang berbunyi, 

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak. 

 Undang-Undang ini memandang para penyandang disabilitas bukanlah 

sebagai subjek manusia yang utuh akan tetapi memposisikan mereka sebagai 

sebuah objek yang memiliki kekurangan, atau kelainan baik secara fisik dan 

mental. Kemudian mengenai ragam penyandang disabilitas juga terdapat dalam 

Pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 yang meliputi, penyandang disabilitas fisik, 

disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik serta disabilitas mental. 

Disabilitas mental disebut juga dengan retardasi mental yaitu seseorang 

yang mengalami tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, kurangnya fungsi sosial 

dalam komunikasi, mengurus diri sendiri, kehidupan keluarga, serta kemampuan 

untuk mengambil keputusan. Orang  yang mengalami retardasi mental dalam 

perkembangannya berbeda dengan orang-orang normal, bahkan kemungkinan 

besar mereka adalah orang yang akan memiliki ketergantungan sangat tinggi 

terhadap lingkungannya terutama orang tua dan saudara-saudarannya, karena 

orang dengan retardasi mental akan mengalami keterlambatan dalam semua area 
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perkembangan, seperti menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-

situasi kehidupan, dan orang tersebut mudah dalam gangguan orang yang normal 

baik itu dalam bertransaksi maupun pertemanan. Oleh karena itu wali memiliki 

peranan penting untuk menjaga dan merawat orang tersebut dengan baik.
65

 

Penyandang retardasi mental juga merupakan bagian dari warga negara 

Indonesia yang mempunyai perlindungan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 

yang sama dengan warga negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah menjelaskan 

yaitu padaUU No 19 tahun 2011 tentang Konvensi mengenai hak-hak penyandang 

disabilitas, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi (penipuan), diskriminasi, serta 

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dengan 

khusus.
66

 Namun kenyataannya, masih ada tindakan diskriminasi dan eksploitasi 

(penipuan) yang kerap dialami oleh orang yang mengalami retardasi mental. 

Terlebih ketika melakukan transaksi perdagangan, sebagian besar para pedagang 

dengan mudah menipu orang yang mengalami retardasi mental tersebut demi 

meraih keuntungan yang diinginkannya. Orang yang mengalami reterdasi mental 

kerap ditipu karena mereka tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang 

baik dan buruk bagi dirinya sehingga rentan dirugikan dalam transaksi yang 

dilakukannya. Hukum positif dan hukum Islam telah mengatur tentang legalitasan 

terhadap perbuatan yang mereka lakukan. 
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a. Legalitas dari Sudut Pandang Hukum Positif 

Mengenai suatu perbuatan transaksi tidak terlepas dari konsep perjanjian, 

sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata.Yang menegaskan bahwa 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satuorang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang 

perjanjian ini terdapat dalam Buku III KUH Perdata.  

Dalam hukum positif untuk mengetahui apakah suatu perbuatan hukum 

seperti transaksi, perjanjian dan perbuatan hukum lainnya dianggap sah atau tidak 

sah, maka perbuatan hukum tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. syarat 

sahnya perjanjian itu sendiri termuat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu cakap dan 

sepakat. Sepakat berarti adanya persetujuan kehendak dari para pihak yang 

membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada 

pakasaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya cakap, Kecakapan hukum sebagai 

salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan 

perjanjian harus telah dewasa sehat mentalnya serta tidak di bawah curatelle. 

Melihat syarat sah dalam suatu perjanjian diatas mengenai keabsahan suatu 

perbuatan hukum salah satunya transkasi yang dilakukan orang yang memiliki 

keterbatasan mental jadi apabila dalam perbuatan hukum tersebut merugikan 

sebelah pihak maka bisa saja perbuatan tersebut dibatalkan oleh walinya. Tetapi 

selama dia melakukan transaksi dan tidak dibatalkan oleh walinya, maka transaksi 

itu dianggap sah (legal). Namun jika memang transaksi itu merugikannya bisa saja 

walinya tersebut meminta pembatalan, dalam artian batal disini bukan batal demi 
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hukum melaikan pembatalan karena ada kekeliruan/merugikan sebelah pihak.
67

 

Jika ada orang yang mengalami gangguan kejiwaannya (gila) atau bodoh, selama 

dia melakukan transaksi atau perbuatan hukum lainnya dan tidak ada pembatalan 

dari wali pengampunya maka perbuatan tersebut dianggap sah. Tetapi jika dia 

melakukan suatu transaksi yang berhubungan dengan suatu barang tidak legal 

seperti menjual narkoba, maka hukum perbuatan tersebut adalah batal demi 

hukum. 

Apabila dalam melakukan suatu transaksi orang yang mengalami retardasi 

mental ini melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada 

orang tersebut.Seperti yang telah dijelaskan Dalam UU KUHP Pasal 44 ayat 1 

yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan 

atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
68

 Jika diperhatikan pasal 44 

KUHP ini, bahwa orang tidak boleh dipidana meskipun telah melakukan 

perbuatan pidana apabila perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya. Jadi pasal 44 KUHP ini memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana 

seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya.
69
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b. Legalitas dari sudut pandamg hukum Islam 

Dalam hukum Islam apabila seseorang ingin melakukan suatu transaksi 

seperti jual beli maka harus merujuk kepada syarat jual beli itu sendiri, syarat 

terjadinya transaksi adalah hal-hal yang dianggap legal menurut syariat, 

sedangkan jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal. Adapun 

syaratnya adalah kedua belah pihak itu harus berakal, cukup umur, tidak gila, dan 

adanya kecerdasan (pandai membedakan mana yang baik dan buruk).
70

 

Melihat syarat-syarat transaksi tersebut maka hendaklah yang melakukan 

transaksi itu orang-orang yang sempurna akal yang mampu mempertanggung 

jawabkan perbuatannya dan kedua belah pihak itu harus saling ridha. Selanjutnya 

yang menjadi masalah disini adalah ketika orang yang memiliki keterbatasan 

mental (retardasi mental) hendak melakukan transaksi, sering sekali terjadi 

eksploitasi (penipuan), para pedagang dengan mudah menipunya mereka 

mengambil kesempatan dari orang keterbatasan mental tersebut seperti ditipu 

mengenai harga barang, kurang dalam memberikan uang kembalian atau bahkan 

sama sekali tidak memberikan uang kembalian
71

. Oleh karena itu dalam Islam 

melarang seseorang yang mengalami retardasi mental melakukan transaksi jika 

tanpa  pengawasan dari wali pengampunya, ini bertujuan untuk menjaga hak 

mereka dalam kondisinya yang lemah. Jadi jika seseorang yang mengalami 
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retardasi mental melakukan transaksi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah 

karena tidak memenuhi syarat transaksi dalam Islam. 

Pada dasarnya jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang 

yang baligh, berakal, dan mampu ber-tasharruf secara baik. Mereka yang 

dipandang tidak sah jual belinya seperti  orang yang tidak sempurna akalnya, 

salah satunya orang yang mengalami retardasi mental, maka apabila transaksi itu 

dilakukan bisa saja transaksi itu dianggap batal.  

 

3.2.Pandangan Para Ulama Terkait dengan Transaksi bagi Orang   yang 

Mengalami Retardasi Mental 

 

Ulama fikh menyatakan, bahwa termasuk kedalam kelompok orang bodoh 

adalah orang yang mengalami retardasi mental, karena mereka tidak mampu untuk 

membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya 

rentan dirugikan dalam bertransaksi. Apabila ditemukan orang yang seperti ini, 

maka menurut pendapat ulama, kepada orang tersebut dapat dikenakan al-Hajr. 

Adapun pendapat ulama terkait transaksi yang dilakukan oleh orang yang 

mengalami retardasi  mental diantaranya, dikalangan mazhab Hanafi terdapat dua 

pendapat mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah 

pengampuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang yang berstatus di 

bawah pengampuan dilarang untuk melakukan aqad atau bertindak secara hukum 

terhadap hartanya. Jadi jika seseorang yang mengalami retardasi mental yang 

berada di bawah pengampuan walinya, maka mereka tidak boleh melakukan 

perbuatan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat pada  hartanya seperti 

halnya melakukan transaksi jual beli, maka tindakan  itu tidak dapat dilaksanakan 
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serta segala akibat akad tersebut tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah.
72

 

Sedangkan pendapat kedua dari kalangan mazhab Hanafi, mengatakan apabila 

seseorang yang berada dibawah pengampuan melakukan suatu tindakan hukum 

yang bersifat ucapan atau pernyataan maka  transaksi yang mereka lakukan 

tersebut tidak sah, kecuali jika mendapatkan izin dari walinya. Jadi transaksi yang 

dilakukan oleh orang yang mengalami retardasi mental dianggap sah asalkan 

mendapat izin dari wali pengampunya. Kemudian apabila orang yang mengalami 

retardasi mental tersebut telah baligh dan berakal, maka tindakan hukumnya 

dianggap sah, sekalipun merugikan dirinya sendiri.
73

 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seseorang yang mengalami 

keterbatasan mental melakukan suatu transaksi, maka transaksi yang dilakukannya 

itu masih dianggap sah, jika  mendapatkan izin dari walinya. Akan tetapi, tindakan 

hukum tidak berlaku bagi orang tersebut. Selanjutnya, Mazhab Hambali, 

mengatakan bahwa terkait transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami 

retardasi mental dianggap tidak sah, namun dianggap sah apabila orang yang 

tersebut sudah pandai dalam menggunakan hartanya dengan tujuan yang baik dan 

mendapatkan izin dari walinya, baik itu hal yang kecil maupun besar karena 

kemaslahatan dan dapat memberikan keuntungan.
74

 

Menurut Sayyid Sabiq terhadap transaksi yang dilakukan oleh orang yang 

mengalami retardasi mental dalam hal pembelian, penjualan, serta wakaf itu 
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tidaklah sah, karena ini adalah konsekuensi hajr.mereka menganggap sah segala 

perbuatan tersebut  apabilah status hajr telah dicabut dari dirinya.
75

 

Jumhur ulama yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 

juga berpendapat sama dengan ulama Hanafi, mereka beralasan kepada Firman 

Allah Qs. An-Nisa:5 

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُو  هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَ وْلًَ وَلََتُ ؤْتوُا السُّ

 .مَعْرُوفاً

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya harta mereka ( yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta mereka itu), dan ucapkan kepada mereka kata kata 

yang baik”. 

 

Sedangkan pendapat ulama Syafi’i terkait transaksi yang dilakukan orang 

yang mengalami retardasi mental tidaklah sah baik dengan izin atau tanpa izin 

dari walinya. Karena menurut pendapat beliau orang tersebut tidak memiliki akal 

yang sempurna jadi ketika melakukan transaksi mereka tidak bisa membedakan 

mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Imam Syafi’i mengatakan, transaksi 

jual beli tidak dapat dilakukan oleh 4 golongan yaitu, anak kecil, orang gila, 

hamba sahaya sekalipun ia mukallaf, dan buta. Jika seseorang menjual sesuatu 

dari mereka, penjual wajib mengembalikan kembali uang yang telah ia ambil dari 

mereka, dan selama ia memegang uang tersebut maka harus menanggung ganti 

rugi.
76
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Dari pernyataan imam Syafi’i di atas maka tampak dari pendapat mereka 

terdapat kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum yang akibat hukumnya 

antara sah dan batal.Imam Syafi’i sangat berhati-hati terhadap dalil yang 

digunakan yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah dalam pendapatnya. 

 

3.3. Penerapan Konsep Al-Hajr Terhadap Transaksi yang Dilakukan oleh 

Orang yang Mengalami Retardasi Mental  

 

Hukum Islam telah memutuskan bahwa setiap orang yang berada di bawah 

pengampuan menjadi tanggung jawab walinya. Perlindungan wali pengampu 

terhadap mereka tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi wali harus 

bertanggung jawab atas semua hal yang dimiliki dan dibutuhkan oleh mereka 

yang berada di bawah pengampuan. Seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, 

sandang, pangan dan papan, serta wali juga memiliki kewajiban untuk melindungi 

seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah 

pengampuan yang menjadi tanggungannya. 

Orang yang beraada di bawah pengampuan dilarang diserahkan hartanya 

sebelum baligh dan cakap, kecuali berdasarkan pertimbangan yang akurat dan 

layak diberikan kepada orang tersebut. Adapun tindakan yang mengandung resiko 

untung rugi seperti jual beli,  gadai, sewa-menyewa, dan peminjaman barang, 

maka tindakan tersebut tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. 

Dalam konsep al-hajr melarang orang-orang di bawah pengampuan untuk 

melakukan transaksi muamalah. Orang-orang di bawah pengampuan tersebut 

seperti anak kecil, dungu, buta, orang yang jatuh pailit serta orang yang kurang 

akal seperti orang yang mengalami retardasi mental, mereka semua dilarang 
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melakukan tindakan hukum seperti melakukan transaksi jual beli atau melakukan 

perbuatan pemindahan hak milik lainnya. Dalam Islam Seseorang dinyatakan 

tidak cakap melakukan tindakan hukum seperti halnya melakukan transaksi jual-

beli atau lain sebagainya, bukanlah merupakan bentuk pengekangan terhadap hak 

asasinya, melainkan menunjukkan kepedulian Islam terhadap orang-orang yang 

yang berada di bawah pengampuan, salah satunya bagi mereka yang mengalami  

tetardasi mental. Dalam hal bermu’amalah, Islam menginginkan agar tidak ada 

yang dirugikan atau merugikan orang  lain.
77

 

Dengan demikian, apabila orang-orang di bawah pengampuan tersebut 

seperti anak kecil, orang dungu, buta, orang yang jatuh pailit serta orang yang 

kurang akal seperti orang yang mengalami retardasi mental dijadikan status 

mereka di bawah pengampuan, pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan diri 

mereka sendiri, agar seluruh tindakan yang mereka lakukan tidak merugikan diri 

sendiri atau tidak ditipu orang lain.   

Dalam konsep al-hajr mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami 

retardasi mental dalam melakukan transaksi harusnya diawasi oleh walinya. 

Tetapi dalam prakteknya justru bertolak belakang dengan hal yang ada, mereka 

melakukan transaksi jual beli tanpa ada pengawasan dari wali pengampunya. Wali 

pengampu justru membiarkan orang yang menagalami retardasi mental 

melakukan transaksi jual beli, dengan alasan bahwa tidak ada pengawasan khusus 
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yang diberikan, kecuali jika ingin mengurus kepentingan lainnya seperti membuat 

surat-surat penting, KTP, surat rujukan ke rumah sakit, dan lain sebaginya.
78

 

Kemudian muncul beberapa permasalahan akibat tidak adanya pengawasan 

dari wali pengampu terhadap orang yang mengalami retardasi mental ketika 

dibiarkan melakukan transaksi jual beli. Diantaranya adalah mereka sering sekali 

ditipu ketika melakukan transaksi baik mengenai harga barang, uang kembalian 

yang tidak diberikan, atau dikembalikan namun tidak sesuai. Sehingga hal ini 

menyebabkan orang-orang yang mengalami retardasi mental ini mengalami 

kerugian akibat ditipu ketika melakukan transaksi, sekalipun para pedangan itu 

sudah ditegur, namun tetap saja mereka mengambil kesempatan dengan 

memanfaatkan tekerbatasan yang dimiliki oleh orang yang retardasi mental.
79

 

Dalam kasus seharusnya dibutuhkan adanya payung hukum yang 

melindungi perbuatan mereka tidak hanya pengawasan saja. Dalam konsep al-hajr 

dikatakan orang retardasi mental ini harus diawasi, namun tidak ada payung 

hukum yang mewajibkan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan 

tersebut. 
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BAB EMPAT 

 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

 Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Legalitas hukum bagi orang yang mengalami retardasi mental dalam 

transaksi perdagangan telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, 

dalam hukum positif transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami 

retardasi mental dianggap sah atau tidak melihat kepada syarat dari suatu 

perbuatan itu sendiri seperti cakap dan sepakat, apabila transaksi orang 

tersebut merugikan dirinya maka wali boleh membatalkan, dan apabila 

walinya tidak membatalkan perbuatan tersebut maka transaksi dianggap 

sah. Sedangkan dalam hukum Islam transaksi orang yang mengalami 

retardasi mental tidak sah, karena orang tersebut tidak cakap hukum. 

2. Pandangan ulama berbeda pendapat terkait transaksi yang dilakukan oleh 

orang yang mengalami retardasi mental, di kalangan mazhab Hanafi 

terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tindakan  itu 

tidak dapat dilaksanakan serta segala akibat akad tersebut tidak berlaku, 

karena akadnya sendiri tidak sah.  Sedangkan pendapat kedua mengatakan 

apabila seseorang yang berada di bawah pengampuan melakukan suatu 

tindakan hukum yang bersifat ucapan atau pernyataan maka  transaksi 

yang mereka lakukan tersebut tidak sah, kecuali jika mendapatkan izin dari 
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walinya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seseorang yang 

mengalami keterbatasan mental melakukan suatu transaksi, maka transaksi 

yang dilakukannya itu masih dianggap sah jika  mendapatkan izin dari 

walinya, akan tetapi tindakan hukum tidak berlaku bagi orang tersebut. 

Mazhab Syafi’i mengatakan, transaksi jual beli tidak dapat dilakukan oleh 

4 golongan yaitu: anak kecil, orang gila, hamba sahaya sekalipun mereka 

mukallaf, dan buta. Jika seseorang menjual sesuatu dari mereka, penjual 

wajib mengembalikan kembali uang yang telah ia ambil dari mereka, dan 

selama ia memegang uang tersebut maka harus menanggung ganti rugi. 

Mazhab Hambali, mengatakan bahwa terkait transaksi yang dilakukan oleh 

orang yang mengalami retardasi mental dianggap tidak sah, namun 

dianggap sah apabila orang yang tersebut sudah pandai dalam 

menggunakan hartanya dengan tujuan yang baik dan mendapatkan izin 

dari walinya, baik itu hal yang kecil maupun besar karena kemaslahatan 

dan dapat memberikan keuntungan. 

3. Penerapan konsep al-Hajr yang dilakukan oleh orang yang mengalami 

retardasi mental dalam melakukan transaksi harusnya diawasi oleh 

walinya. Tetapi dalam prakteknya justru bertolak belakang dengan hal 

yang ada, mereka melakukan transaksi jual beli tanpa ada pengawasan dari 

wali pengampunya. Wali pengampu justru membiarkan orang yang 

menagalami retardasi mental melakukan transaksi jual beli, dengan alasan 

bahwa tidak ada pengawasan khusus yang diberikan, kecuali jika ingin 
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mengurus kepentingan lainnya seperti membuat surat-surat penting, KTP, 

surat rujukan ke rumah sakit, dan lain sebagainya. 

 

4.2. Saran 

1. Diharapkan kepada setiap wali dari orang yang mengalami retardasi 

mental untuk selalu mengawasi mereka yang mengalami retardasi mental 

dalam melakukan suatu transaksi agar tidak terjadi penipuan yang dapat 

merugiakan dirinya. 

2. Diharapkan bagi setiap pedagang agar bersikap jujur dan adil dalam 

berdagang, terlebih ketika orang-orang yang memiliki keterbatasan khusus 

melakukan transaksi dengan mereka. 
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